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LEMBARAN - DAERAH 
KABUPAT:EN - REMBANG 

NOMOR 1 2 TAHON 1980 SERI C 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 
REMBANG 

NOMOR : 1 TAHUN 1980 

TENTANG : 

PE1'DIRJAN PERUSAHAAN ~RAH AJR MlNUM 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG 

Menimbang a. bahwa pengurusan Proyek Air Minum Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebai:ai 
Proyek: Daerah tidaa: sesuai lagi dengan perkem­
bangan kebutuhan pelayanannya ; 

b. bahwa perlu menetapkan pengurusa!1 Air Minum 
dimaksud huruf a. diatas dalam bentuk Peru• 
sahaan Daerah sesuai dengan maksud surat 
Menteri Dalam Negeri tanggal 31 • 7 - 1973 
No. Ek bang 8 / 3 / 11 dan taoggal 11 Juli I 974 
No. Ek:bang 8 / 2 / 43 jo. Instrultsi Gubernur 
Kepala Daerah Tinikat I Jawa Tengah tgl. 30 
Nopember 1975 No. Huk, 176/ 1975. 

c. bahw1 selaras dengan usaha menuju kearah 
otonomi yang nyata dan bertaoggung jawab 
serta telah selesainya Proyek: / Iosta!asi Air Mi­
num Rowosetro, yang selama ini usaha Air 
Mioum di ~abupaten Daerah Tingkat 11 Rem­
bang masih merupakan Proyek perlu ditlngkat­
kan menjadi Perusahaan Daerah yang berdiri 
seodiri ; 

d. bahwa penggaj ian Pegawai, pensiur:i dari Direksi 
dan Pegawai pekerja Perus:lhaan Daerah menurut 
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Peraturan Pcrundang -undaogan yang bc~l'l- u 
uotuk Pegawai Daerah dan Perusahaan Negara 

1. Uodang- undaog No. 5 Tahun 1974 telll'.ang 
Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah; 

2. Undang- undaog No. 13 Tahun 1950 jo. Pe­
raturao Pernerintah No. 32 Tabun 1950 ten­
tang Pembeocukan D aerah- daerah Kabupaten 
Dala m Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

3. Undang - undang No. 5 Tahun 1962, jo. 
Undang · undang No. 6 Tahun IS69 tentang 
Perusabaan Daerah ; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 
1974 tcntang Bentuk Peraturan Dacrah ; 

... 

5. Surat Edaran Mcnteri Dalam Negeri tanggal 31 
Juli !973 No. 8/3/l l dan tanggal 11 Juli 1974 -; 
No. Ekbang 8 / 2 / 43 tcntang Pcrusahaan .t\ir 
Minum. :• 

Denzan Pcrsctujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerab Ka bupaten 
Oaerah Tingkat 11 Rembang. 

Menetapkan 

MEMl!TUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE­
RAH TINGKATll REMBANG 
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAE­
RAH AlR MlNUM. 

BAB I 

KETENTUAN - UMUM 

P asal 1 

( I) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

a. Pemerintah Dacrah ialah Pcmcrintah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Rcmbang; 

• 

.. 
• 
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b, Kepala Dacrab ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat U 
Rcmbang, 

c. DPRD. ialah Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn 
i• Daerah Tingkat II Rembang ; 

d. Perusahaan Daerah Air Minum ialah Perusahaan Daerah 
"Air Minum" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang; 

e. Daerah ialah D2erah Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Rembang; 

f. Proyek Dacrah Air Minum ialah Proyek Air Minum Kabu• 
paten Dacrah Tiogkat II Rembang ; 

g. Direksi ialab Direksi Perusahaan Daerah Air tv!im,m 
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Rembang ; 

h. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas dari Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat If Rembang: 

• (2) Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Hukum yang 
kedudukannya seba6ai Sadan Hukum diperoleh dengan berla­
kunya Peraturan Dacrah ini. 

BAB II 

PENDIRIAN 

Pasal 2 

(I) Dengan Pcraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Dae­
rah Air Minum Daerah ; 

(2 Proyek Dacrah Air Minum dengan ioi di!ebur / dialihkan ben-
• tuknya mcnjadi Perusahaan Daerah Air Minum seperti d1mak­

sud dalam ayat (1) pasal ini; 

,... (3) Segala bak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta 
usaha dari Proyek Daerah Air Minum beralih kepada Peru­
sahaan Daerah Air Minum; 

( 4) Pelaksanaan peleburan diatur oieh Kepala Daerah ; 
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Pasal 3 

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah m1, 
maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam Hulrnm Jnfo~esia 
yang tidak bertentangao dengan azas Demokrasi Ekonomi yang 
merupakan ciri dari sistim ekonomi berdasarkan Panca Sila. 

BAB Ill 

NAMA , TEMPAT KEOUDUKAN , TUJUAN DAN 

LAPANGAN USAHA 

Pasal 4 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUK~N 

(1 Perusahaao D2erah Air Minum ini berm,ma " Peru5ahaan 
Daerdh Air Miaum Kabupaten Daerah Tiogkal Il Rembang", 
yaag sel:! njutnya disingkat P A M . ; 

(2) Pen,sahaao Dac,r.b Air Miaun: herkedud ukao dao berkan:or -
Pu;at di r,;;mbc:: H);. 

Pasal 5 

TUJUAN-PERUSAHA~N 

T ujuao Pc rusahaan Dacrah Air t-.'linum ialall turut se,ta 
n e:aksaoakan : 

1. Pem ~angunan Daerah khususnya dan; 

2. Pembang11nan Ekonorr,i Nasio:ial umumnya dalam meniogkatkan 
kes~jahteraan dan mernenuhi kebutuhan rakyat terutama Air 
Minum serta keteoan gao kerj3. da 'arn Pe1usahaan D:Hnah Air 
M ioum mcnuju ma~yirakat adi. dan makmur berdasarkan Panca 
Sila. 

Pa s al 6 

LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN 

Pcrusahaan D;,erah Air M •num n~engusabak&n p enyeciaan Air 
i\.i inum yang sehat daa memenuh1 syarat - syarat bagi masy.i ra­
kal J .. :am O.Jerah. 

.. 

.. 
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BAB IV 

Pasal 7 

M O D A L 

( l) Neraca permulaan Perusahaan Daerah Air Minum terdiri atas 
semua aktiva dan pasiva dari ex Proyek Daerah Air Minum 
yan6 dilebur menurut pasal 2 ayat ( 2) Peraturan Daerah ini 

( 2) Modal dasar Perusahaan Daerah Air Min um terdiri atas keka­
yaan Daerah yang dipisahkao dan bila dipaodaog perlu dal am 
bentuk kerja sama permodalan dengan pihak lain; 

(3) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini 
dapat ditambah dari penyisihan sebagian aoggaran K euangan 
Daerah deogan Keputusan DPRLJ., penyertaan Modal Pem~­
rintah · Pusat dan pinjamao ; 

.. (4) Semua alat likwide d isimpan dalam Bank Pembanguoan Daerah 
dan / a tau Bank - bank Pemerintah lainnya. 

13 AB V 

PENGUAS~A;N DAN CARA MENGURUS 

Pasal 8 

( !) Perusahaan dipimpio c,ieh suatu Direksi yang terdiri dari 

a. seorang Direktur dan wakilnya atau ; 

b. Direttur Utama yang di baotu' oleh sebanyak-banyaknya 3 
( tiga ) orang Direktur; 

('2) Anggauta Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diang­
kat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usu! Badan 
Penga"was; 

(3) Direks1 bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang dike­
tuai oleh Kepala Daerah ; 

(4) Pengangkatan termaksud ayat ( 2 ) dilakukan untuk jangka 
waktu selama - Jamanya 4 (empat) tahun, sete!ah wak:tu bera­
khir Anggauta yang bersangkutao dapat diangkat kembeli, 
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Pasal 9 

(I) Anggauta Direksi .berhenti karena meninggal dnnia atau dapat 
diberhentikan oleh Kepala Daerah karena : 

a, Permintaan sendiri ; 

b. berakhiroya masa jabatan sebagai Anggauta Direksi tcr­
maksud pada pasal 8 ayat ( 4 ) ; 

c. tiodakan yaog mcrugikan Perusah aan ; 

d . tiodakan atau sikap yang bertentangan deogao kepentini:an 
daerah maupun kepent1ogan Negara ; 

( 2J Pemberben tiao karena alasan terse but pad a ayat (l) huruf c. 
dan huruf d . paaal ini j ika merupakan suatu pelanggaran 
dari Pcraturan Hukum Pidana merupakan pemberhentian tidak 
dengao hormat ; 

(3) Jika pemberhentia o karena alasan te:sebut pada ayat ( I) 
huruf c. dao huruf d p;isal mi dilaku~an, maka Anggauta 
Direksi yang bcrs? ngkutan diberi kcsempatan untuk membela 
din yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan, setelah 
Anggauta Direksi ya ng bersanglrntan diberitahukan tentang 
niat akac pernberhen1ian itu o leh Kepala Daer, h ; 

(41 Selama persoalan mengenai pemberhectian Anggauta Cireksi 
tersebut pada ayat l3J pasal ini belum ada KepuLu;an maka 

• pemberh.!ntian itu meoj .1di batal dan Anggauta Direksi yang 
benaogkutan dapa t segera menjalankan jabatannya lagi, kecu­
ali bilamana untuk keputusan terse but diperluka n · Keputusan 
Pengadilan dan ha! Jtu harus diberitahukan kepada yang 
b::rsangkutan. 

Pasal 10 

( I) Anggauta D ireksi tidak boleh ada hubungan keluarga samp:i. i 

dengcn derajat ketiga baik: menurut gads Iur us rnaupuo gans 
kesamping, kecual i j1ka u ntuk kepentingan perusahaan diid­
zinkan oleh Bad an Penga was. J ika sesudah pcngangkatan me -
reka masuk pa ripa ran yang tcrla raog, maka untuk melaojutkan 
jabatan diperiukan idzin Badan Peogawd~ ; 

.. 

... 
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(2) Anggauta Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan p ribadi 
langsung a tau tidak langsung, pada perkumpulan / perusahaan 
dalam lapangan yang bertujuan mencari laba ; 

(3 l Anggauta Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali 
scidzin Badan Pengawas. 

P asal II 

(1 ) Direksi mewakili perusahaan diluar d .1n didalam pengadilan ; 

( 2) Direksi d3pat mewakilkan tersebut pada ayat (I ) pasal ini 
ke~ada seorang/ beberapa orang p:gawai perusahaan, baik sen­
diri maupun bersama•sama atau kepada o rang / Badan lain. 

Pa11al 12 

(I ) Dircksi melaksanakan pe1.1gurusan dan pembinaan perusahaan 
m enurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas 
sesuai dengan keb;jaksanaan umum Peme intah Daerah ; 

(2) Tatatertip dan cara melaksanahn perusahaan di atur dalam 
Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan 
Badan Pengawas. 

P asal 13 

(I J Direksi memerluk:in sur at perselujuan Kepa!a Daerah untulf 
ha l • ha! yang terseout d1bawah ini ; 

a. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan 
perjaoj iao butang ; 

b. mengikat Perusahaan sebagai agunan ; 

c memperoleb, mengasingkan dan membebankan benda- benda 
Map ( benda - bcnd'.l tidak bergcrak) ; 

(2) Bi!amana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan o'eh 
- salah seorang Anggauta Direksi yang tertua dalam jabatannya. 

BAB VI 

SADAN - PENGAWAS 

Pasal 14 

(1 : Badan Pcngawas dibeLtuk dan d1ketuai oleh Kepala Daerah 
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dan Auggauta-anggautanya terdiri dari unsur-unsur Pemeriotah 
Daerah yang ditentukan eleh Kepala Daerah ; 

(2) Badan Pengawas menolak / menyetujui rer caoa Peru,;abaao 
Daerah Air Minu:n y.1ng d i3.i ukan oleh Direksi s~suai dengan 
kebijaksanaao umum Pemerintah Daerah : 

(3) Badan Peogawas melahukan pengawasan terhapap pdaksanaan 
tu gas D ireksi ; 

\4) Direksi wajib memberikan sega'a keterangan yang diperlukan 

oleh Badan Pengawas ; 

( 5) Kepada Ketua dan p1r1 . anggauta Sadan Peogawas d:tpat 
diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah. 

BAB VII 

T.IINGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN 

GANTI RUGI PEGAWJ.1 

Pasal 5 

(1 ) Semua Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum terroasuk an;;-

.. 

0 

gau.a Direksi .dalam kedudukan selalrn Pejabat tersebut, yang • 
tidak diberi tugas penyimpaoao uaog, surat-surat berharga dan 
barang- barang persediaan yang karena tiadakan roel<1.w:in Hu­
kum karena roela lai ;..an kewaj ltlao dan tugas ya ng dibebankan 
kepada rnereka dengan langsung at1u ti:iak langsung telah 

m nim~ulkan keru1:iJn bagi p<!rusahaan, di1Vajibka n mengganti 
kerugian ters~but ; 

(2) Ketentuan - ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadlp 
Pegawai Daerah berlaku sepenuhny1 terhadap Pegawai Peru ­
sabaan Daerah Air Mmum. 

(3) Semua Pebawai Perusahaan Daerah Air Minum yang dibebani 
tugas p~nyiropanan p e.nbayaran atau penyeraban uang, sura t­
surat berharga milik Perusahaan dan b :rang - barang pers~ -
diaan milik Perusahan yang d :simpan did:i.lam Gudang :1ta•1 
t~mpat penyimpan J n yang khusus dan semata • mata d gu olbn 
untuk keperluan itu diw.:ij ibkan mcmbenkan pertan:gunjan 
jawab tentang p ela .;sanaan tugasnya kepada Badan yaog di ­
tunj uk oleh K ep:,.la Daerah ; 
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(4) Pegawai termaksud pada ayat (3, pasal ini tidak perlu mengi­
rimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya ke-

.. pada Sadan diroaksud pada ayat C 3 ) pasal ini, tuntutan 
terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang 
ditetapkan bagi Bendahuawan Daerah ; ... 

(SJ Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun si:atnya 
yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan 
Daerah Air Minum 1isimpan ditcmpat Pcrusahaan atau ditem­
pat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah kecuali jika 
untuk sementara dipiofahkan kebagian dimaksudkan pada ayat 
I 3 ) pasal ini dalam hal d1anggapoya perlu untuk kepentingan 
sesuatu pemeriksaao ; 

(6 ) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pa­
jalc dan pengawasaa pada umumnya sur~t bukti dan surat 
lainoya pada ayat (5) p1sa1 ini untuk semeatara d 1pat dipin­
dahk:i.n ketempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ; 

( 7 J Den5an Peraturan Diaah dapat ditetapkan peoyimpangan dan 
ketentua n mengenai t.3.ta cara tuntutan ganti ru _i yang berlaku 

.. bag1 Pei;awai Daerah dan Pei:awai termaksud p~da ayat 1 3) 

pasal 1n1 yang di;esu:i.ikaa dengan strulctur / organisasi Perusa -
ham itu sendi ii ; 

BAS VII I 

TAHUN B UKU 
- - -· --- - -

r as al 16 

Ta hun b~l:u Perusal:aan Daerah ad1bh tahun takwin. 

9A3 IX 

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH 

P :asal 17 

(1) Selambat • Jambatnya tiga bulan ~ebelum t:ihuo bu'.rn mulai 
berlaku maka oleh Diteksi dikirimkan Rencana Anr garan 
Perus:ihaan Daerah Air Minum untuk dimintakan p rsetujuan 
dari S adan Pengawas ; 
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(2) J pabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan a tau meno -
lak proyek yang dimuat didalam Rencana Anggaran Perusa­
haan Daerah Air Minum i~u, maka berlaku Anggaran Tahun 
sebelumnya : 

(3) Rencana Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang 
terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat 
per setujuan lebih dahulu da1 i Badan Pengawas. 

BAB X 

LAPORAN PERHITUNGAN HA.SIL USAHA BERY.:ALA. 

KEGIATAN PERUS~HAAN DAERA.H 

Pasal 18 

Laporan perh1tungan basil usaha ber:(a!a dan kegiatan reru ­
sahaan Daerah Air Minum dikirimkan oleb. Direksi kepada Badan 
Pengawas sekali tiap 3 bulac dan jika dipandang perlu setiap saat ., 
Badan Pengawas d i:ipat minta iaporan tersebut. 

BAB XI 

LAPORAN PERHTTUNG~N TAHUNAN 

Pasal 19 

(l ) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan p::rhitungan 
tahunan laba rugi kepada B.!ldan Pengawas selambat-lambatnva 
tiga bulan sesudah tabun buku ; 

(2) Dalam perhitungan tahunan hams disebutkar. penilaian pos ­
pos; 

(3J Jika dalam waktu sebulan Eetelah waktu yang tersebut pada 
ayat <1) pasal ini oleh Eadan Pengawas tidak diajukan hbe 
ratan tertulis maka perhituogan tahunan ini diaoggap telah 
disahkan ; 

( ~) Perhitungan tabunan termaksud ayat 1' pa, al ini disahkan 
oleh Badan Pengav.as dan pen1cesahan tern aksud m-::mberi 
kebebasa o kepada Direksi terhadap ~egala sesu::1tu yang ter­
muat dalam perbitungan tahunan tersebut. 
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BAB XII 

PENETAPAN DAN PENGGU~AAN LABA 

SERTA PEMBERIAN JASA PROOUKSI 

Pas a l 20 

\.1) Cadangan diam / atau rahasia tidak boleh diadakan ; 

(2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi de­
ngan penyusutan, cc1.dangan tujuan dan peogurangan lain yang 
wajar dalam Perusahaaa ditetapkan sebagai berikut 

a untuk Dana Pembangunao Daerah 30 % ; 
b. untuk Anggaran I:selanja Daerah 25 % ; 
c. untuk cadaogan umum 20 % ; 
d. untuk sosial dan peodidikaa 5 % ; 
e. untulc jasa proJuksi IU % ; 
f . untuk Dana Pensiun dan sokc,ngan IC % ; 

(J) Penggunaan laba uatuk cadaogaa urn um bilamana telah terca­
pai n.juannya dapat dialihk:an kepada pengguoaan lagi dengaa 
t<..eputusan K.epala D!lerah ; 

\4) Cara mengurus dan pengguna&n dana i;enyusutan dan cada­
ngan tujuan terma,;.sui pada ayat l2J pasal ini ditetapka1:1. 
oleh Badan Pengawas. 

BAB XIII 

KEPEGAWAlA N 

Pasal 21 

\ l ) Kedufokan Hukum Kcpegawaian, gsji dan pensiun Karyawan 
P.:rusahaan Daerah Air Mrnum, diatur menurut Pcraturan Per· 
ur,dan5 - ur;dangan yang berlaku untuk Pegawai Daerah ; 

( 2; Kedudukan Hukum Kepegawaian, gaji dan pengbasilan Diseksi 
ditentul.an oleh Kepala Dacrah dengan memperhat1kan Pera­
turan Perundang undangan yang berlaku untuk pega wai 

Daerah; 



- 12 -

(3 , Direksi mengangkat clan memberheoti kan Pcg3.wai/ Pekerja Peru­
sahaan menurut Peraturan Kepe~awaian dengan persetujuan 
Baclan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian 
ferusahaao d imaksud pada ayat ( l j pasal ini. 

BAB XIV 

PENELITII> N / PENGAWASAN 

PL sal 22 

Dengan tidak mengurangi hak Instansi Atasan clan Badan la­
in yang meourut Peraturao Perundaogan yang berlaku, berwenang 
meogadakao penyelidikan dan pemeriksaan teotang segala .sesuatu 
mengenai urusan Rumah taogga Daerah, oleh Kepala Daerah di­
tuojuk: Kepala Sub Inspek to rat Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang meogadakan penelitian tcrhadap pengurusan dan pembi­
naan sert:1 pertangguogan jawab perusahaan. Has1! penelitian di­
saropaikao kepada Kepala Daerah. 

BAB XV 

PE M BUB AR AN 

P asal 23 

(I) Pembubaran Perusahaan Daerah Air Miuum dan penunjuhn 
Panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

(2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum setelah diada­
kan iikwidasi dibagi menurut perirobangan nilai nominal 
saham ; 

Q 

(3) Pcrtangguogan jawab likwiditur dilakukan kepada Pemerintah 
Daerah dan / atau pemegang sah1m yang memberikan pembe­
basan tanggung jawab tentang pekc1jaaa yang tclah disele- ,.. 
saikannya. 

( 4} Dalam likwidasi, Daerah dan/atau pemegang saham bertangguog 
jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila 
kerugian itu dise',abkan oleh karena Neraca dan perh1tungan 
laba rugi yang telah disahkan tidak meni;gambarkan kcadaan 
Perusshaan yang sebenarnya. 
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BAB XVI 

KETENTUAN - PENUYUP 

Pasal 24 

il-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini di­
Jtukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai 
:laksanaanoya. 

(2) .:raturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupa­
:n Daerah Tingkat l l Rembang tcntaog Pendirhsn Perusahaan 

Oaerah Air Minum ; 

(3) Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada bari pertama sesu­
dah hari pengundangannya. 

[ :an Perwakilan Rakyat Daer?h 
Kab u ::>a ten Dae,ah T ngkat II 

REMB-,NG 

Ketua, 

t t d . 

( H . M. CHOLIL BISRI) 

Wakil i<etua 

Rembang, 31 Janu ari I Y8C 

Bupati Kepala Oaerah Tingkat II 

R EMBANG 

t I d . 

( SOERATMAN SH , ) 

l'<ip. 2 30J11686 

DlSAHKAN : 

Dengan Surat K eputusan Gubernur 
Kep?.la Daerab T ingkat I 

Jav. a - Teogah 

Tanggal 31 - 3- 1980 No, : 1883/46/ 1980 
Sekretaris Wi 'ayab / Daerah 
l:S. / Kepala Biro - Hukum; 

t t d . 

( N A W A WI S H. ) 
--- ·- -• ·-

Nip, 500026890 
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Diundaogkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 
Seri C. Nomor : 2 Tahun 1980 
Janggal 21 - April - 198Q 

Sekretaris Wilayah / Daerab ; 

( SOEMOJO HADIWINOTO SH, ) 

Nip. SC0030937 

• 

C, 



-

.. 

" 

.. 

PENJELASAN • ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II REMBANG 

NOMOR : l TAHUN 1980 

TENTANG 

PENCIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

I. PENJELASAN UMUM 

Kebutuhan Air Minum Khususnya bagi Masyarakat di Ka­
bupaten l<ernbang merupakan salah satu kebucuban pokok 
yang sangat penting yang perlu mendapat prioritas dalam hal 

penanganan s~ hingga pelayanan terhadap masyarakat betul-betul 
bisa diharapkan kemantapannya. 

Dalam p!rkem!J11ngan selanjutnya d J D dengan meningkatnya 
k.:butuhan masyarakat akaa Air Mioum dimana pemerataan 
dan offtsiensi pemakaian Air Mir um adalab sangat didambakao 
oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Rembang 
sesuai dengan azas Ekonomi Perusa baaa sebagaimaoa tercantum 
dalam pasal 5 ayat ( 4) Undaog - undang No . 5 Tahun 1962 
yang antara lain mcoyatakao "cabang-cabang produksi yang 
penting b 2gi Daerob d:1n yang meniuasi hajat bidup orang 

b<1ny.::k d i D¼erah
1 

yang bersangkutan diusahakan o'eh Perusa­
baan Daerah yang modalnya uotuk seluruhnya merupakan ke­
kayaan D aerah yang dipisahkan" 

Deng an berdas1rkan surat edaran M enteri D ala:n Negeri 
taog~al 31 - 7 - 1973 No. Ekba~g. 8 / 3 / 11 jo. Iostruksi Gu­
bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah taoggal 30 
AgusLus t975 No. Huk 176 1197 5, dan surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri tangg .. l 11-7- , 974 No. Ekbang. 'f./2 / 43 jo. 
lnstruksi Meoteri Dalam N!geri tanggal 3 Nopember 1975 No• 
26 Tahun 1975 tent:ir;g ·, Perusahaan Air Minum" serta surat 
C ubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 -
l t - 197 3 No. PB . 420 , 3 1 / .!0 t :ntang " Persia pan Pe' aksanaan 
surat Kep:itusan Be rsarna Menteri Pekerjaan Umum. Menteri 
Dalam ?'--egeri dan M enteri Keuangan tanrgal 20 9 -1978 No. 
:8t; KP1·s. JS78. No. lc.0 fahun 1978 dan No.350/KMK.0ll/ 
I 9 78 ten fang '' Penyelenggaraan dan Pembioaan Pembangunan 

:>rey:k Air Minum d!rifan bantuan Perrerint.;h Fusaf ' dan untuki 
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mencapai h1sil guoa daa daya guoa yang sebe, :ir-besarnya 

dibidaog Air Mioum, maka sudah sayogyanya Per usahaan Air 

Mioum yang dulunya berstatus sebagai Proyek d it iogkatkao 

meojadi Peruhaan Daerah Air Minurn yang tertu:1.ng dalam 
.. 

Peraturan Daerah sehiogga bagi aplrat pelaksana yang laog ­

sung melayaoi m asyarakat akan pemerrnha o kebutuha n di bidaog .., 

Air Mioum, m empunyai lanjasao yang ku1t dalam b1I p !nge­
lolaann ya. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal l Cukup jelas. 

P asal 2 ayat (2), (3) daa (4) , di .n aksudbn bilamana di 

Daerah yang bersangk utan s::belumoya sudah ada 

Perusahaan Dioas Air Mioum. 
' Pasal 3, 4 dan 5 Cuk.up jelas. i 

Pasal 6 Dimalcsudka n agar Ai r Minum yang diadalcaa dimak-
e 

sud dapa t memen11hi syarat sesuai dcngan ket::ntua n 
· dan tidak meogandung pcoyaki t. 

P asal 7 ayat ( I ) Cukup je l;!s. 

ayat (2 1 di maksudkan bahwa mod al Perusahaa n d ,si­
s1hka o / di pi ahkan Clari aoggara n Keuaog,i n Daerah. 

ayat , 3 ) d tmaksu:i b '.lb wa Daerab masih dib!rt ke­
m ungk ioan unt uk men:l mbah modal Perusaha ao d::­

ngan jalan meoyisihkan Iagi sejumlah kek c1 yi ao l.u noya 

dari angruao Daerah dengan keputus:in DP .<.D , 

pengikut !ert:\an saham / m o dal Pem~riorah Pusat 

serta meminj:im uang atau peralata1 laionya baik 
dari Pemeriatah DaerJh yang bersangkuta o, Pemer:n­

tah Pusat, Bank d ao sebagainya. 

ayat ( 4) dimaksudkan b ilamana d i D :ie ra h yang 
bers:iogku tao acla Bank Pembanguoan Daer2h terse -

sebut / cabangn ya, t-ta pi j ika ti:iak ada, cap1t j ug::. 
disimpa n d alam Bank Pemerintah la1onya l t 1dak 
boleh p ada Bank Swasta ) . 

Pasal 8 ayat l.l J dib! ri. du1 ke:nungki nan dima1.~uj bila 

0 



.. 

,. 

-3-

kapasitas perusahaan masih kec1l sebaiknya dirilih 
altoroati' a, sedang j 1ka kapasitas perusahaan sudah 

cukup besar dapat d1pakai alternatif b. 

ay it I 2 ) dan (3) perbtaan Badao Pengawas d alam 

h , l ini dimiks11dkan a gar Kepala Oaerah d alam 

meogawasi p~rusahaan dapat ctibant..1 oleh anggauta- · 

aoggautanya sebavi suatu Sadan, 

ayat ( 4) Cukup jdas. 

Pasal 9 Cukup jelas. 

Pasal 10 ayat ( I) dan (2) Cukup jel1s. 

aya t ( 3 ) i ui di m:iksudka 1 agar anggauta Direksi 

dapat t-ekerja sepenuluya dalam perusahaan . 

Pasal 11, I 2 d.in 13 Cukup jelas. 

Pasal 14 ay.i t ( I) Sada n Pengawas di bentuk dan dike tuai o leh 

Kepala Dae rah J an anggauta - an 2gautanya terdiri 

d a 1i unsur-unsu r Pemerintah Daerah y,mg diteo,ukan 

oleh Kepala Daerah. 

ayat (2), (3), (4) dao (SJ C ukup je:as. 

Pas 11 15, ' 6, 17, 18 dan I ':I Cukup jelas. 

Pasal 20 ap t I l C u kup j elas. 

aya t ( 2) dibed kan dua kf.mungkioan pembagian Jaba 

.d1makrndkan, bilam an a ada m asuk saham pih, k l8 in 

k edalsm~Perusahaan selain modal D.1erah yaog ber­

sangkuran. d 1pat diperguoakan altcrnatif B. ( pasal 

25 Undang-uodang No. 5 Tabun 1962 ) 

aya t (3) d .rn ( ') Cukup j elas. 

Pasal 21 ay1 t ( I) untuk.,menentukan kedudukan hukum kepe­

gawaian gaj i dan pemi un Karyawaa Perusahaan Dae­

r:i h Air Minum, diatur c.nenurut Peraturan Peruodang· 

unda ogan yang berlaku untuk Peg=nvai Daerah dan 

l'erusahaan N egara ( P.P. 1'0. 23 1 ahun 1967 ). 

a yat (2) dan (3) C ukup j elas. 
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dimaksudkan sela in instansi atasan rn'3ka Sub Inspek- • 
tora t D aerah a tau Badan dari Daerah yang bersaog­
kutan y.lDg bertugas meneliti keuangan D aerah berhak 
pula m cGeliti peogurus~_o dan pembinaan Perusahaan 
D aerah. 

Pasal 23 ayat ()) bila t11ana Pcrusahaa11 Daerah dibubarkan karena 
tidak mungkin dilanjutkan llgi, rnaka pembubaran dan 
peounjukan Panitia likwidasinya harus ditetap~an dengan 
Peraturan Daerah kareoa pembentukannya juga dengan 
Peraturan D aerah. 

ayat l2) dimaksudkan bi!amana ada saham pihak lain 
m1.ka kekayaan setelah dilikwidasi dibagi antara Peme­
rinta h deogao p~megang saham lainnya menurut · per­
bandin5an nilai nominal saham - sab .i m. 

ayat 3) Cukup jelas. 

ayat (4) Cukup jelas. 

Pasal 24 Cukup jelas. 
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